~ NOMOR 01 TAHUN 2012

TENTANG

* PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANGIJASA 5
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA §; ;
" BUPATIBENGKALIS,

- bahwaberdasa1<mketermanPasal14ayat(1)PerauumdenNamr54t
.- . Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, periu dibentuk Unit

" Layanan Pengadaan(ULP) Barang/Jasadiingkungan PemenmahKabupaten a
- Bengkalis;

T:* bafméberﬂaéérkanpeﬁrrbagmsebagamandmal&;ddalanhwufapah )
- mawetaplenPeraMmBup@BmgidstemangPembmumUntLaymm T

Pengadaan/ (ULP) Baxang/Jasa di lingkmgm Pememkah Kabupaten i

.»f,vUndang-UndangNomor12 Tehun 19561entangPembenu<an Daerah’

Otonom : Kabupaten dalam ingkuman Daerah - Provinsi Sumatera Tengah
(Lemba:an NegaraRepubﬂ( lndon&saaTa‘zun 1956Nomor25)

3 ‘ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstn Ksi “ o L
%];NegaraRepublklndmaTahumggqumr& Tambaten Lemberan |
- Negara Republk Indonesia Nomor3833)

* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara‘

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun' 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara -

Repubik Indonesia Nomor 3851);

S Undang—UndangNom17Tahun2003temmgKeuanga1Negaa(Lémbam
Negara  Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lambarm ,
- Negara Repubﬁk Indonesia Nomor4286) Lo

v Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pet‘oendaha:aan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor4355)

Undang—Undang Nomor 15 Tahun 2004 temang Pemerksaan Per'agelolaan"»

= dan Tanggungiawab Keuangan ‘Negara - (Lembaran - Negara Republk-
- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tanbahm Lembaran Negara Repubhk R
_ ,_lndonala Nomor4400) : ‘

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Slstem Perenmnaan

' Pembangunan Nasional (Lembaran Negara ~ Republik Indonesia Tahun
" 2004 Nomor 104 Tambman Lembaran Negata Republik lndon&sa Nomor
~‘4421) L :
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Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah ,
(Lembaran - Negara Republk - Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

B Tambahan - Lembaran ‘Negara Republik  Indonesia - Nomor - 4437)

sebagaimana  telah beberapa  kali .diubah -terakhir dengan

.- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah -

© (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
- Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4844); .

10,

* Undang- Undang ‘Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan §
' Keuangan = antara - Pemerintah - Pusat "dan ‘Pemerintahan Daerah
- (Lembaran . Negara Republik - Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
- Tambahan Lembaran Negara Repubhk lndonesua Nomor4438)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan' E
" Peraluran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik indonesia
. Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesra
- Nomor 5234);, o
© “11. Peraturan Pemenntah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan' o
' - Pembinaan ~Jasa Konstruksi (Lembaran. Negara Republik Indonesia“ -

Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

" Nomor 3957), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

5 Noihor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

14,

15,

16.

17

18,

Nomor- 30 Tahun 2000 fentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

A ;'(Lembaran Negara Republik lndonesua Tahun 2010 Nomor 95)7

12, Peraluran Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 lentang Pengelolaan .
. Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor . 140, _Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesxa :

- Nomor 4578);

13,
: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
" (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4503) T

Peraturan: Pemennlah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan e
Barang Milik- NegaraDaerah (Lembaran Negara Republk Indonesia
- Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia -
- Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
“Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan alas Peraturan Pemerintah
_ ' Nomor 6 Tahun 2006 tenlang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
~ - (Lembaran Negara ‘' Republik - Indonesia  Tahun 2008 Nomor ' 78 '
T'unbahan Lemb'lran Negara Repubhk Indonesxa Nomor 4855)

{Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 fentang Pembagian
}Urusan Pemerintahan antara Pemennlah Pemerintahan Daerah Provinsi ,
‘dan Pemeiintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara .
‘Republik indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar'm Negara -

‘Republik Indonesia Nomor 4737); : :

Peraluran  Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan‘
- Barang/Jasa Pemerintah; , ‘

?Peraturan Menteri  Dalam Negen Nomor 13‘ Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan - Keuangan  Daerah, . sebagaimana’

Peraluran Pemenntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

‘_Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas -
Peraturan  Menteri Dalam Negeri ~Nomor 13 Tahun 2006 .

lentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraluran  Menteri Dalam - Negeri Nomor 17 T'nhun 2007
; tentang Pedoman Teknls Pengeloiaan Barang Milik Daerah

/)




19. Peraturan Kepala Lembaga Kebjakan Pengadaan BarenglJasa Pemerintgh
o Nomor:OOZPRTMMIfZOOgbmangPedananPenbmmkan Unit Layanan
- Pengadaan (ULP) Ba;ang/Jasa Pajpﬁnm; g s

20. Peratwran Daerah Kabupaten Bengkais Nomor 07 Tahun 2008 tentang .
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis
’ (LembaxanDaerahKabupatenBengkaﬁsTahunZOOSNm\om?); T

21.  Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 08 Tahun 2008 - tentang

- Organisasi dan Teta Kerja Sekretariat Daerah  danSekretariat

~ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah
KabupatenBengkaﬁsTahunZOOBNomorOB); : : o ;

22, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkas Nomor 03 Tahun 2009 tetang Pokok.
- pokok Pengelolaan Keuangan ‘Daerah (Lembaran . Daerah Kabupaten
. Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03); - Lo

b MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG 'PEMBENTUKAN ~ UNIT LAYANAN
PENGADAON (ULP)  BARANGASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN BENGKALIS. SEETEE D

~ KETENTUAN UMUM

DalamPerati:rahBupaﬁmiyangdmmdengan: i

2. PanerhtahDaerahada@BupaﬁBenglﬁsda\PerangkatDaetm sebagai
- unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; o -

3. Bupatiadalah Bupati Bengkalis; = -

4 SdcelarisDaa&adalahSel«eiar‘sDaetﬁKabupatherugkaﬁs;

8

6.

7

Perangkat Daerah adalah Unsur Pembanty Bupati dalam Penyelenggaraan
. SaanedaPaangkatDaecahymgselanjtmwadisebutSKPDadalahSaman -
- Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis; ‘
. - Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah yang selanjuinya disebut dengan
Pengadaan Barang/Jasa adalah Kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh
KementrianLembaga/Satuan Kefla Perangkat Daerahinstitusi kinnya yang
prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesakannya seluruh
kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa; Tt S =
.8 PenggunaBaang/Jasaada!ahPejabatpanegangkewmanganpmggunaan
. 'Barang dan/atau Jasa mik Negara/Daerah di Lingkungan  Pemerintah

- Kabupaten Bengkalis; o RS
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalsh Pejabat Pemegang
: KewenanganPer:ggunaaanAnggaranunmkmelaksarueanaspdmw
- fungsi SKPD yang dipimpinnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis
10 PQJasaPaiggunaAnggaranyangsebnjutmdbemePAadauwpejabatyang
, dﬂeiaplenolehPAuannmgmalmdamAPBNalaudite!aplmdehKepala

: Daerahunh:kmenggmakanAPBD; e e :




1.

anbatPanbuatKanﬂmnyangselamMyadsemePKadaid\pqabatymg
dangletolehKepataSKPDse!akuPAsebagaipemﬂ(pekermn yang

bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
12

Pejabat Pengadaan adalah Personil yang memiiki sertifkat keahlian Pengadaan

' BaranglJasayangmelaksardemgadaanBarmg/Jasa, L
Panma/Pejabat Penerima Hasi Pekeqmnadalah Pantia/Pejabat yang dite1apkm

13

oleh PA/KPAyangbemgasnmmerksadmmenermahasilp&eqam

Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah Unit Organmsi
PemantahDaerahyangbemJgasnmyelenggarakmseluthelayanm

_ Pengadaan Barang/Jasa yang di lakukan oleh Pemnerintah Kabupaten Bengkalis

dan mengkoordinaskan semua  kegiatan penyelenggaraan pengadaan

‘,‘barang/jasapadaDnasJBadaVKamn.embaga/SaMmka)aatauUnﬁKeqa

sehngkatBUMDdeernemtahKabupatenBengkahs e

Anggota Sekretariat - Unit Layanan Pengadaan (ULP) Batang/Jaw adalah
sekelompok anggota yang terdid dari Pegawai Negeri Sipi, yang diangkat oleh
Bupati ‘dan bertugas secara khusus membantu - Kelompok Kerja untuk
meld&nakmpanﬁhanpenyedabamngfpmmelalmunﬁbyananpengadaan

-+ dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkaks;

16

7.

KebmpokKeanengad&nwngselamuhyadWPolqaaddahTmyang
terdii- atas Pejabat Fungsional Pengadaan yang - bertindak sebagai panitia
PengadaanymgbeﬂugasuanneHsa\alenpanﬁrmpawedabaangfm

didatam ULP;

PmyedlaBaxarUJasaadalahBadanUsahaatauorangpetseocauan yang

18

19

Paidalntegﬁasada%suratpemyataanya\gberﬁica’wmmmefmgahdm
tidak melakukan kolusi ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen/pejabat
pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (ULP)penyedia barang/jasa yang berisi
ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsndannepohsme(KKN)

.da!ampeIaJGanaanpengadaanbaangf;asa,

Barangadalahsehapbendabaikberwupdmaupunbdakberwum betgetak

*-maupun tidak bergerak, yang dapat dalam berbagai bentuk dan uraian, yang
- meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadiperalatan, yang

spesifikasinya ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan
) Kuasa Pengguna Anggaran di hngkungan Pemertintsh Kabupaten Bengkalis;

Pdceqameshuksuadalahsdumhpekamnyangbefhubmgmdengan

* pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisk lainnya,

Jamesukansadalahpsabya\anpofamalya'ngmnbuUianke&hl

-tmemdlberbaga;bdangkeﬂmumyangmengutarrdanadamdmpkr

(bxaanware) L “MWWM

Jasalamnyaadalah;asaymgmenbuﬁhkankenmntanteﬂerﬂlyang
mengutamakan keterampiian (skiware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah
dkaxalhasdndunausahaunbknenyel&saﬂ@nsuatupekematausegala

—pekeqaan dan/atau penyedia jasa selain Jasa Konsultansu pelaksanaan

‘ Pekeqaan KonstmksldanpengadaanBa:ang

b




= &mmw.
.
o H

;Sauﬂakeahﬁanpengadaanbamng/jasaadalahtandabukupmgahmdan R
pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan -

~ barangfjasa - pemerintah  yang - diperoleh melalui ujian  serifikasi keahfian
;palgadaanbarangf;asanasmaldawurmkmenenumpersyamtansmaang

o

meryadiPe;abatPembuatKornm:enataupanma/pejabatpengadaanatau,

~ anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa;

Pemithan .penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk menetapkm penyed:a
barangfjasa yang akan’ ditunjuk untuk melaicsanakan pekenaan di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

Dolunenpengadaanada%dokdmenyangdnelapkandehuml.ayanan

- Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan

‘yanghamsdﬂaabolehparaprr\akdalanprmpengadamaamguasa

SuratKabarNasonaVPmpms:adalahsuratkabaryangberoplahb&sardan

“memiliki. peredaran luas secara Nasional, yang tercantum dalam daftar surat

kabarNasmalyangd:tetaplmolehMemnKommkassdan
Informatika/Gubemur;

Pelelangan Umum adalah metode pemﬁhan Penyed:a Barang/Rekeqaan '

‘ iKmshuksVJasaLmnyauansenuapdwqaanymgdapatdiMo@sanua

3.

o

‘BaranglJasasemraelektmnk

Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi'Jasa Lainnya yang memenuhi syarat;
Pelelangan Terbatas adalah metode pemﬂihan Penyedia Pekeqaan Konstruksi
untuk Pekerjaan konstruksi dengan jumih Penyedia yang mampu
melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks;

Pelelangan Sederhana adalah metode pemiihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya
untuk pekeqaan yang bemilai palmg txnggt Rp 20000000000 (dua ratus;uta
rupiah);

Pemﬁtanmgsungada!ahmeﬁodepemmm Penyedxa Pel<etjaanKons!M<sa
untuk peketjaan yang bemiai paling tingai Rp. 20000000000 (dua ratus‘ma’
fupiah); _
dequmwnada%nﬁodepen\iﬁwaanyedaJasaKormmm,
Pekerjaan yang dapal dikuti oleh ‘semua Penyecﬁa Jasa Konsultms; yang
memenuhi syarat; -
Sebks:SedeﬂnnaadaAahnetodepenﬂmPawedaJasaKammwmk
JasaKonsula'\sayang bemilalpahngtngglRp 20000000000(duatalusm

Crupiah), _
,Pengadaan secara elektmmk atau E—Proajrement adalah Pengadaan

BaanglJasayangdnbksmakmdenganmaggunakantekmbglmmdan
transaksi elekironk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; ,

Layanan Pengadaan Secara Elektronk yang selanjutnya disebut LPSE adalzh
Unit Kerja Kementrian embaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi bainnya
yang - dibentuk - untuk menyelengga:akan sistem pelayanan Pengadaan

BABII
- MAKSUD DAN TUJUAN

- Pasalz o
MaksuddnetapkaerahxmBupannadalahsebagaidasa'Uthayanm :
Pengadaan (ULP) untuk melaksanakan pengadaan Barang/Jasa Pememtzh o
KabupatenBengkaﬁs yangdlblaya;olehAPBD :




g #«Mﬂ

: ‘(2) TmumditatadmnyaPeranumBupahmadabhumkm@eﬂenefsen

efekhftramparan terbuka, bersaing, adilidak diskriminatif dan akuntabel dalam
;.‘~pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di ﬁngkungan Pemenmah Kabupaen

c BABIII
» RUANGUNGKUP o

Pasal 3

  (1) Ruang LngkuppelaksanaantugasULPmeipuhpenyelenggarampengadaan

baangf;asapememtahyangdﬂdcsanalendehpenyedameldwpms&s
pelelangan/seleksn :

(2)Pengadaan BaranglJasa di luar ULPdapa:dnaksanakmdeh Pe;abat .

Pengadaan sesuai dengan Peraturan yang bedaku
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN :
» ' Pasal 4

(1) Uthaya'anPa\gadaan(ULP)BarmglJasaPanemtahDaed\dbmmkoleh
 Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala; :

'» (?)Kepdasebagamanadmaimdpadaawtﬁ) dangkatolehBupabdan

berkedudukan pada Sekretanat

e i(3) UnnLayananPengadaan(UU’)sebmaupelaksana PengadaanBamryJasa

cﬁingkmgan DaerahyawgmempakanLembagaNonStM(hxaL
FUNGSI TUGASDANWEWENANG
| P | ‘Pasaus* ‘, |
UthaymanPengadmn (ULP) mermunyalfu'ngsumela!mnlmPengadaan |

: k‘BaangJasadllngkmngememtath)upalenBengkds -

o Bag:an Kedua , :
TUGAS DAN WEWENANG

PasalS

| ”Uhh:kﬁwélaléandéhfungsusebagamanabrsebdpadaPa&ls Unit Petayam -

Pengadaan(ULP)Barmg/JasamempmyamJgasdmwewemngmeﬁpuh
a Menyusumerx:anapemiimnPenyedtaBaranglJamPememm ~

- b Meneta;alendolqmenperxgadaanbarmgﬁasapememtah
G Merwetaplenb&saxannmmai;ammanpetmm
‘e MmgumwnkmpelasanampengadaanBamglJasadxmbsmePanGMdan

papawpmgwnwnanmmuMukmasya:akatseﬁamnyampakankeLPSE
unb.tkdmnwrrﬂmdathortalPengadaanNasmI FE ;




sy e

| f Memankwaiﬁ(wpenyedna baang/jasamelahnpramalrﬁlmataupaswmrahﬁkasu 4 :

‘g Melakukanevah:asa admnstrasutekmsdanhafgatemadappenawarm yang
masuk; -

. h Menjawabsmggalmdanpenyednabarmgaaw

i. ‘Menyerahkan - salinan - dokurnen pemifhan penyeda:ba'angfjasa kepada )
U PPRPAIKPA; - »

J Menyunpandoid:menasﬁpemﬁhmpewedabarmgfjasa A ’
’ MkMembuatlaporanpmswdanhasipengadamkepadaKepahDaerahdan

menbakanpalanggungmbanataspeld(samnkegatanpmgadaan.t"'"

- barang/jasakepadaPA/KPA.
L MengusukanperubahanHPSdansp&siﬁkas:pekeqaankepadaPPK

mMeH<sanakanpenhnaanswnberdayanamabdangpengadambarargfpsa A

n.i Pengembagan sarana dan prasarana penunjang petaksanaan pe!;lngadaan

oo EvaluasndanPelaporanpelakwxaanpengadambarang’jasaperremhh
. p. Melaksanakan ketatausahaan dan urusan rumah tangga;
© q Melksanakantugas kanyang dberkan Kepala Daerah. -~~~ ¢
'r;'Menetapkanpmyedabaangpemqamkusuuwmaannyaymgbama

- ~paling tinggi Rp. 100.000.000.000- (seratus miyar rup:ah) yang pros&s
g j_pengadaannyamelaleelelanganamuPenunjukan Langsung;, = :

; bfs.l'Menetapkan penyedia jasa konsutansi yang bemiai - paling tnggl Rp.
: ;10000000000 (sepuluh milyar nmah) yang pros&s pengadaannya ‘melahi
seleksi atau Penujukan Langsung; dan

» Ayt.MapuwkmpenyediabamngdamyangmdakukawpaMahmdmbndd@n‘_'
. seperti penipuan / pemalsuan dan pelanggaran kainnya kepada PA/KPA untuk -
. dikenakan sanksi sesuai Peraturan PrwdenNomor54Tahm 2010 Pasal 118

- art(1).(),3), @) (5)dan(6)
SUSUNAN ORGANISASI DANTATAKERJA
' Bagian Kesatu - :

UthaymanPengadaaﬁ
PasaJ 9

(1) Shul@rOlgmnmiUnnLayamPemadam(ULP)BamglJasatadndm
. Seketars; . .
. SubBagian;dan
- Kelompok Kefja

' (2) BaganSﬁuWOrgansaquLPadalahsebagammandealanlanprm1
danmaupalenbagmyangbdaktetps@kmdmpetaumBupabm Co

o.”o‘ jo*-m




N rﬂw‘m«.»-nu - - )

 7 .(3) Al hubungan keqa SKPD dengan Seletariat ULP dan Kelompok Ketja

: temmmdalanla'npnmllsebagabaglanyangbdaKWpsahkmdahn

PerahxanBupabmn}, : o :

R BaguanKedua
- "Kepala ULP -

Pasal 10

o Kepala | ULP mempunyai fungsi nengkoadinasikan dan mecfaskiasi

pelaksanaan pengadaan barangfjasa diﬁngkmgan Pememtah Kabupaten
(2) KepabULPdaiammebksa\a!GnMngssebagammdinakwdayat(1)dzatas
mempunyai tugas :

- a Mengkoordnnaskansemuaberﬂukkegatanpemadaanbaangfjasayang
diimpahkan kepada ULP dar masing-masing SKPD / unit kesja; ’
‘Pengawasan kegiatan pengadaan barangfasa di ULP;

Menjamin keamanan dokumen pengadaan; - - .
Menyelmggarakanh:gas—tugasyamdberkanPNKPA, o

Paogo.

Poiga;
Narﬁkasahemadaphasﬂkelompokkeqajﬂcadbumwm
Menyampaikan pemenang lelang kepada un kerja terkalt;

s@ ™

‘penyimpangan darV atau indikasi penyimpangan;
i Melaksanakanh:gaslamyangdbefkmBupahmdengannJgasdm '
- fungsinya - ,

Bangebga o
SelcelmsULP

' Pasal 11

‘_,(1)Sekrematdpmp|nolehséora'lgsekretalsya'wgberadadibawzhdmi

kepada Kepala ULP;

-+ bertanggungjawab
(2) Sekretaris -‘mempunyai fungsi pelaksanaan kemmammggaan pengelolaan

keuangan, petlengkapan, saranadanpcasaana kehumasan, kepega~aandan
. administrasi persuratan;

o (3) Unhknnlakmkanﬁmgsusebagairrmadindcsudpadaayat(ﬂ sekretariat

N e S g e A 5

G "rnelaksanakanﬁn'ngsiketataus&aan ‘ ‘ '
o d nenmaplanfan'atddmuen)rangdbuumkankebmpokkeqadalam
pelaksanaan pengadaan barangfjasa; -
e. membentukdanmengkoomﬁnasim pembagmpaketpekeqaan kelompok
kerja pengadaan;

f menemmadanmedcoordinaskansanggalnndanpengaduanyang _

d&mpaxkan oleh penyedia barang/jasa dan masyarakat;

g mengkoordinasikan pelaksanaan pemiihan penyedna barangf}asa yang ‘
' dnHGanal@nolehkebmpokkeqa ,

Mengumlmkan pemenang penyedia Barang/Jasa yang dtsampa‘tkan oleh -

Menetapkan langkah-angkah yang diperiukan apaba menemukan adanya




TR

h penyedraan dan pengelolaan sistemn nformas« yang dgunalm dah'n.

S pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

i melakukanpermntauandanevak;as:brhadappeldsanaanpengadam

barang/jasa di ULP;

o j melakukansuweyhatgépasarunmkbahanpem'nbanganbaglpolqadalam

“menoermahHPSdanspwﬁes;telms

k. melskukan koordinasi dengan LPSE terkait pelaksanaan pengadaan’ :

; kbarangfjasasewaelekhmk(e — procurement);
1. mengkoordmas:kanwnagaahﬁdabnpmsespengadaanbarmg/;am

masing;

' menyusunjadwaltl.:gaskebmpokkeqadan ‘
oo manbuatlapamsewapemdkatashmipehlemampengadwyang

dilaksanakanolthLP }
Bag!anKeempat f S ; o
Pasal12

(1). Subbaganmempakanumsta‘ULPbrdndanbebetapaamgpegawazyang s

mempunyauh:gasmembanwmgassehetansULPdankelanpd(kenaULP

" (2) Sub bagian terdii dari bidang teknis, pelaksana survey, tenaga ahli dan unsur kain
‘ yangdhmxhlendabmpms&spengadaanbarmgf)asaymgbaasaldeNS‘

maupun non PNS;-

(3)Sub bagian - mempunya: memfasirtasu mengkonsultasien dan

ULP;

@ Urmkmelalsanalen ﬁmgsusebagamanadmasudpmaayat(a)subbagm'

mempunyaatugas ;
meldcsarnkansurveyhargabarangfjasa s

: Q‘_meldsanakanpaﬁanpngandabmprmepeuebsmbknspd(a]am

- selaku aanwizer kepada pokja pengadaan;

d. membenkanmasu.dendanpertnbmgante!mswmadappembdePS

;»f'danperubamnsp&smkasutelms pekerjaan; -

' emernbenkanmasden saran, rekormndasubudanghukumbetka:tandengaf

- penyusunanjawaban sanggahan;
£ melapomanpelaksanaanh,gmkepadakepahULP

BagzanKelma o

Pasal13

SNy Kebmpd<keanLPdpmpnketuaymgbettanggmg;awabkepadakep&ULP
v (2) Kelompokkenabrdmdankema sektmdananggota o

.m. mengkoadmrpebk%ﬂgassubbagms&ua,bdangmgasmasng_i e :




vmﬂw‘—-

. .‘.1 o

orang;

(4) KelompokkeanLPberasstanPegawalNegenSpi dilngla.mganPememta‘\

Kabupawn Bengkalis "
Pasal 14

.»Ke&anpokkeanLPmanpunyathnﬁaksanalmpanﬁmpenyed-v

barangfasa untuk pengadaan barang,. pekerjaan konstruksa pengadaan )asa
konsul!asldanpekeqaanjasalannya

' Umkmumnalcanngassebeganmammudpadaayat(n kelompokkeqa

ULPmenyelenggara!thgas
a. pengnvemansasanpdet paketyangalendiebwgldseleks:

 b menetapkansstempengadmn rnetodepemi'an nmdepenyampaan

dokumen, metode evaluasi, Hamdmjadnalblaﬂselelwseﬁa
- pemiihan jenis kontrak;

A mengusul pembahamHPSdansp&sﬂes:teknsﬁcadapeMm v

-d. n'tenetapl@nb&earmnommjamrrmperman

e nmerugumumlenpdaksanaanpmgadambaangfjasasewaawemelau
- web site pemerintah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan

: nmerwanpakmkeLPSEunhkdmunkmdalamportalpergadaan
'nasaonal

| f nﬂdmkankuaﬁﬁ(asi(pra/paswkuﬁﬂcasu)padapenyedabamngfpa

g. evaluwadmnushw teimsdanhargat&%appemmyamg masuk;

h. nreldsanalmpagadaanbamgf;asadengmmnmfaaﬂmtddxmbgf

mformasumelaknlayananpergadaansewaelektmnk (&pmwrement).
i penenn*naanpexﬂaﬂatm ' : :

oy

k.penermaanpemasulmpena\nam ‘
L pmyelerxgga:ampenhkwpetm -
‘»mmelakukanevaluasatethadappenawarmyangmas&x

n Menetapkanpenenaupenyedtabarmg/jasadannmyampdankepada ,

kepala uLpP untuk dumumkan;

.qgw:gaaﬁmsﬂnmddmmnpmﬂmpmyeda,bamgfpsakepada

g;p'menympmddqunaslipmyednbarayjasa,

[ meruawabsmggatmdanpenyeduaba‘angfpsa,

:"'

teknis pekerjaan kepada PPK;

. membuat dan menyampakm Iaporan mengena proses dan hasil
pengadaankepadakepalaULP .

0

dalanhaldipedukan dapatmengusukanpembarmHPSdansp&srﬂsl'

(3) Anggotakebmpokkeqabequnhhgasal be«mggotakmpangmanga(nga) |
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S BABVI L
PERSYARATAN i
Pasal 15 :

(1) Kepala ULP Wajlb memenuhl persyaratan

Memlhkl status sebagal Pegawal Negerl Slpll

) Memlllkl pendidikan minimal sarjana st

. Memlllkt kaullf‘ kasi tekms dan manajerlal o

. Memillkl kemampuan untuk mengambll keputusan e

.‘Memlhkl mtegntas moral “disiplin -dan .tanggung jawab 'dalant .
jmelaksanakan tugas; A i T LS

. Memiliki pengalaman sebagaa ,pejabat/pa'nitia "i.»"p:engadaan ehitey

barangljasa ’

. Memahami seturuh )ems peker]aan yang menjadl tugas kelompok =
- kerja pengadaan : . . . : :

.“Tldak mempunyai hubungan keluarga dengan pe;abat yang

mengangkat dan atau menetapkanya sebagai Kepala ULP; dan -
Memenuhi syarat lain yang dltentukan dalam aturan kepegawatan

g untuk jabatan yang setara

Sekretans ULP waj|b memenuhl persyaratan

. Memlhkl pendldlkan mlmmal sarjana S1;

. Memtllkl status sebagat Pegawal Negen Sipil; -

' Memnhkl kuallf kasi tekms dan manejenal
. Memiliki kemampuan untuk mengambll keputusan

...‘Memlllki integritas moral dlSIplln “dan - tanggung jawab dalam
melaksanakan tugas; dan = . :

kMemenuhl syarat lain yang drtentukan dalam aturan kepegawalan

‘ untuk jabatan yang setara

: Sub Baglan uLP Wajlb memenuhl persyaratan

Memiliki status sebagal Pegawa: Negen Snpll maupun non PNS

,Memmkt pendtdlkan mlmmal SLTA S ,
‘Menmiliki - integritas moral dnsnphn dan tanggung 1awab da!am 5

' melaksanakan tugas

d. Memlhkl mtegntas moral dan dlSlplln yang tmggs

e. Memahaml ‘dan bertanggungjawab terhadap tugas pokok danw.,; _ .
- fungsinya. , . S

a

b.
~C.
d.

» Kelompok Kena ULP Wajlb memenuhu persyaratan
. Memiliki status sebagal Pegawan Negen Slpll

Memmkl semfkat keahhan pengadaan barang/jasa '
Memlhkl pendudnkan mlmmal SLTA -

Memiliki mtegntas moral dls:phn dan tanggungjawab dalam
melaksanakan tugas ‘ ~




)

o)

~Sub Bagian dan Unsur Kelompok Kerja;

()

(3

“)

)

127

é.‘Memahami‘pékerjaaan yang akap diadakah; - o W
f. Memahami jehis pekerjaan tertentu yahg menjadi tugas k_elbmpok ,
~ kerja ULP; ' . T :
g. 'Memahami iSi 'dokumen,metode dan prosedur pengadaan ; -
h. Tidak 'mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang
~-menetapkannya sebagai anggota kelompok kerja ULP; ‘

o pABVHL

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN -

" . Pasal 16 '

Kepala ULP, Sekretaris, Sub Bagia_n:.;dangKelomkpok’Kerja diangkat dan

diberhentikan oleh Kepala Daerah
e -~ BABVII. .
- KARIER DAN TUNJANGAN PROFESI
. Ppasal7 1

PNS yang fditempatk'ari1déh~ditUgas'kan"dalam su's‘unan‘-brgér‘lis\a'si:'ULP ‘

- memperoleh jenjang karir dan hak kepegawaian negeri sipil sesuai dengan
: ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. S

@
Lo Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan memperhatikan beban kerja;

3)

; Pegéwai Negeri Sipil ULP;fykang »»ditunj&k ‘sebagai bejabat’atau pelaksana
berhak menerima tunjangan  profesi ‘yang besamya sesuai kemampuan

Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud v‘padé ayat (2), ditetapkan
berdasarkan hasil - kajian instansi yang berwenang dalam pengelolaan
keuangan dan dalam urusan pendayagunaan aparatur negara.

. BMBIX

TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA o

| ~ Pasal1s | ' o
Dalam melaksanakan tugasnya Képala ULP dibantu oleh Sekretaris,ru:nsur
Setiap unsur Sub Bagian terdiri dari bebéraba oréng pegawai dipimpin oleh
- seorang pegawai senior; - . S ’ O AR

Setiap \unsur Kelompok Kerja terdiri darikKet't_ja, Sekretaris dan Anggota,

__Setiap-Uhsdr pimpinan di Iingkuhgan‘fULP dabla'm>menja'lank‘an_ tugas dan 1

fungsinya wajib memperhatikan, melaksanakan.dan_menerapkan prinsip-
“prinsip organisasi _dan manajemen, koordinasi, integrasi, - sinkronisasi;
- simplikasi, kerjasama, effisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas
publik; - - E Sl S AT AL

Setiap - unsur pimbinan fhelaksanakan sistem ‘pengendalian 'int‘ern
dilingkungan = kerjanya, bertanggung  jawab memimpin dan
- mengoordinasikan bawahan dan memberil_can pengarahan serta petunjuk

~ bagi pelaksanaan tugas;




(6) Setlap unsur plmpman bértahggungjawab melakukan 'pembmaah

o

(M .
: BaranglJasa Pemenntah

@

4)

®)

®

pendayagunaan dan pengawasan terhadap bawahannya, keuangan
perlengkapan organisasi di lingkungan kerjanya masing-masing serta

- ssenantiasa menjamin kelancaran, keberhasilan dan tertib penyelenggraan -

‘wewenang, tugas, kewajiban - dan tanggung jawab .yang diberikan

‘kepadanya dalam rangka mewujudkan Pengadaan Barang/jasa yang
terintegrasi/terpadu, efektif dan efisien, menjamin persamaan kesempatan,

: jakses dan hak bagi penyedna barang/jasa agar tercipta persaingan usaha
- yang sehat dan, menjamin peneglolaan pengadaan barangfjasa ditangani
oleh - SDM yang profesionla sena membantu terc1ptanya tata kelola
‘pemermtahan yang ba|k - : 4 L .

Setiap umt kerja Wa]lb menaatl peraturan perundang-undangan yang

: _berlaku secara hlerarkl prosedur serta tata kerja yang dltetapkan

" Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas ULP Wajlb taat dan berpedoman pada
Peraturan - Presiden "Rl Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

ULP Wajlb berkoordmasr dan menjalm hubungan kerja dengan Satuan Kerja

‘_ Perangkat Daerah Kabupaten; -
- ULP Wajlb berkoordmaSI dan menjalm hubungan kerja dengan LKPP

" Hubungan kerja ULP dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD }:

- a.. Menyampaikan laporan periodik atau sesuai dengan kebutuhan
dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses
' _pengadaan barang/jasa,
b.. Mengadakan konsultasi secara periodik dtau  sesuai dengan
' 'kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dlhadapl
- dalam proses pengadaan barang/jasa;

c. Melakukan koordinasi kepada satuan kerja - perangkat daerah

‘ '? .dalam penyusunan perencanaan yang dlbenkan Bupatl

Hubungan keqa ULP dengan LKPP : : R ,
“a.' Mengadakan konsultasi sesuai . kebutuhan dalam = rangka

- penyelesaian persoalan yang duhadap: dalam proses pengadaan
."* barangljasa,

b. - Melaksanakan pedoman dan petunjuk LKPP dalam hal pengadaan
- barangl/jasa; dan :

¢.  Memberikan masukan kepada LKPP untuk perumusan strategl dan

S kebuakan pengadaan barang / jasa.

Hubungan kerja ULP dengan LPSE

ULP dapat melaksanakan pelelangan secara elektromk melalm LPSE,
dimana :
a. Layanan Pengadaan Secara Elektromk merupakan Unlt Layanan
. yang ~memfasilitasi ULP dalam menyelenggarakan pengadaan
- . barang/jasa secara elektronik ( SPSE );
“b.  Layanan yang diberikan LPSE diutamakan terhadap ULP terdekat
. dalam teritorial ‘'namun tidak tertutup kemungkinan yang letaknya
berjauhan berdasarkan pertimbangan efektifitas dan kemudahan
. pelaksanaan pengadaan secara elektronlk bagi pihak-pihak yang
terhbat ,

Ly




(1)

(2)

@

¢, Layanan yang diberikan LPSE : . S
)

Memfasilitasi PA/KPA dengan memberikan dukungan teknis dalam
hal - pengumuman rencana umum ‘pengadaan - pada. - Portal
Pengadaan Nasional; S B '

N 2 Memfasilitasi - ULP “menayangkan pengumufhan pelaksanaan

- ... pengadaan barang/jasa pemerintah;’

‘3. Memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan -Melaksanakan Pemilihan
penyedia barangfjasa secara elektronik; i '

- 4. Memfasilitasi ULP - dalam pelatihan ' dan’ dukungan teknis
. pengoprasian aplikasi SPSE; - R R

8. Melékéénakan ,kcjaord'inasiv~" dan konsultasi dalam . rangka

~penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa
secara elektronik;: R E ' :

6. Me:mberi_kan user ID dan Pasword sebagai sérané login bagi ULP
~ untuk memulai pengadaan secara elektronik; . ci

7. Menyediakan laporan  hasil pengolahan  data  SPSE
- (etepofting)  terkait proses = - pengadaan barapg/jasa
.. secaraelektronik jika djperluka’n; o Lo : e

s Memberikan akses bagi pémériksa kterhad\ap'pro‘ses paket -paket
pengadaan yang dilaksanakan oleh ULP, setelah-mendapat ijin dari
- PAJKPA dengan menunjukkan surat tugas; - E '

9. Menonaktifkan User ID dan Password bagi ULP yang sudah tidak
-~ berhak menggunakan atau =apabila . ditemukan pelanggaraan
. terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE, dan

pemnintaan dari*PA/ KPA/ PPK dan ULP/ Pejabat Pengadaan
- .Berkaitan dengan Blacklist; -~ - o S o

10. LPSE menjadi saksi dalam hal dokumen penawaran fidak dapat
. dibuka oleh ULP /kPejabat Pengadaan; ‘ ST o
11 LPSE _ dapat melayani kebutuhan ULP bagi BUMN / BUMD /
- Organisasi Non Pemerintah melaksanakan pengadaan barang/jasa
secara elektronik. TR

" pasal20

Pegawai LPSE dilarang merangkap menjadi PPl (UIP/Pejabat

‘Peng’adaan); =

Unit kerja yang melaksanakan funsinya LPSE harus terpisahkan dengan
unit kerja yang melaksanakan fungsi ULP untuk menghindari pertentangan
kepentingan, = - ' o IR SRR
LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggungjawab terhadap yang
dilaksanakan oleh ULP berkaitan dengan : Pembuatan ‘paket pengadaan
barang/jasa pemerintah, penentuan metode dan persyaratan pengadaan,
penyusunan jadwal pengadaan dan - perubahannya, isi dokumen .
pengadaan, mbeserta addendumnya, isi pengumuman, isi data kualifikasi
dari peyedia barang/jasa, berita acara pemberian penjelasan, isi dokumen
penawaran, hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan/ seleksi/ pemilihan

" langsung, penetapan pemenang dan pengumuman, serta isi sanggahan

dan jawaban.
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. (2) Prosedur pehgg

: Segala biaya dan honbrarium yéng dikeluarka

~“opABX
PROSEDUR PENGGUNAAN JASA ULP

. "k';Pasal 21'\ o

(1) Setiap satuan kerja perangkat daerah dapat menggunak
‘ untuk,melaksanakan pengadaan‘barangfjas‘a pemerintah,;

uanaan jasa ULP sébagaiména dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan : o . el :
a. KPA/PPK memasukkan paket'pekerjaan yang akan dilelang beserta

- dokumen menggunakan Hard Copy dan Soft Copy, terdiri dari: -

1. épesiﬁkas)i tekhis‘barang/ja‘s‘a; ‘ |

2 Harga perkiréan sendiri ( HPS );

3 Réncangan Ko_ntrék; terdiri dari :
S SurétrPel"janjian‘; o
-+ Syarat Umum Kontrak;
Syé‘rét Khusus Kbntrakﬁ o
- Dokumen lainnya yang merupékan bagian kontrﬁk.
b. Kelompok kerja.mengihvehtariskan/veriﬁka'si» paket-pak
. berdasarkan dokumen yang masuk.. -

1]

pékkket pengadaan

. Kelompok kerja mengumumkan ‘paket peleléngan; »

- Kelompok kerja memproses pelelangan paket p'ekerjaah{ .

."Kepala ULP menetapkan pemenang penyedia'Baramg/Jasa;
Kepala ULP mengumumkan pemenang; .

=~ 0o a0

BABXI
PEMBIAYAAN -
‘Pasal22

n oleh organisasi unit layanan
pengadaan barang/jasa di dalam melaksanakan tugasnya di bebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - S S

 BABXNI
: KETENTUAN PENUTUP )
v o . Pasal 23
Hal-hat yang belumAdiatdr_dalémlperaturan Bupati ini, \sepaknjang‘mengenaﬁ
teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati. '

an jasa ULP

SRR R R R R R i
i B i ik e R SR U A . *




Pasal 24

- Peraluran Bupat: ini mulan berlaku sejak tanggal dlundangkan |

i Agar setlap orang dapat mengetahumya memerintahkan pengundangan
- Peraturan Bupati ‘ini - dengan penempatannya dalam Berlla Daerah
Kabupaten bengkahs o

4 ”
9 / &3
£
o 4

N 5H. ‘HER YA q/\u:u

5//

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAL!S
_TAHUN 2012 NOMOH 1_. S

™
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